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ABSTRAK 

 

Drone Bawah Laut merupakan teknologi yang sangat berkembang dengan pasat pada abad 21. 

Drone Bawah Laut memiliki kegunaan yang sangat efektif dalam bidang militer ataupun 

bidang militer ( privat). Namun, pengoperasian Drone Bawah Laut masih khususnya di wilayah 

perairan kepulauan terdapat permasalahan yang sangat mendasar atau fundamental. 

Permaslahannya adalah minimnya pengaturan terhadap Drone Bawah Laut itu sendiri. Dalam 

hal ini, pengoperasian Drone Bawah Laut di wilayah perairan kepulauan tidak memiliki 

legitimasi yang cukup karena masih terdapat kebingungan yakni apakah Drone Bawah Laut 

tersebut bisa diidentifikasikan sebagai kapal. Lebih lagi, jika kita melihat dari 

pengoperasiannya di wilayah perairan kepulauan akan ditakutkan dapat menganggu kedaulatan 

Negara Kepulauan dikarenakan pengaturannya yang tidak dapat mengakomodir status hukum 

dari Drone Bawah laut.. Di sisi lain juga, kita dapat melihat bahwa Drone Bawah Laut memiliki 

tingkat keefektifan serta keuntungan karena mengunakan sistem nirawak untuk menjaga 

kedaulatan serta keamanan di wilayah perairan kepulauan. Namun, hal tersebut akan sia-sia 

jika pengaturannya tidak dapat mengakomodir. Dengan demikian, hasil dari analasis penulis 

dalam penulisan hukum ini ialah Drone Bawah Laut masih belum bisa dikatakan atau 

dikategorikan sebagai “kapal” dalam hukum Laut Internasional sehingga pengoperasiannya di 

wilayah perairan kepulauan tidak memiliki letigimasi yang cukup. 

 

Kata Kunci : drone bawah laut, hukum laut, hukum internasional, kekosongan hukum, perairan 

kepulauan 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah terdiri dari pulau-pulau 

yang tersebar luas di seluruh Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ( yang 

selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) pada pasal 25 UUD 1945 menyatakan 

bahwa pada intinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara 

kepulauan dengan wilayah dan batas-batas beserta hak-haknya. 

 

Konsep dari Negara Kepulauan berangkat  dari suatu kesamaan geografi serta 

kesamaan politik terkait gugusan kepulauan oleh negara terdiri dari banyak pulau 

dan laut.1 Akan tetapi perlu diingat bahwa laut tidak dapat dikatakan sebagai 

pemisah melainkan laut harus dianggap sebagai penghubung atau yang 

menyatukan pulau-pulau tersebut menjadi Negara.2Maka dari itu, Indonesia 

adalah salah satu Negara Kepulauan. 

 

Indonesia meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 

(selanjutnya disebut sebagai “UNCLOS) melalui Undang-Undang 17. Tahun 

1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982. Sebagai konsekuensi 

hukum dari pengratifikasian UNCLOS maka Indonesia wajib mejalankan seluruh 

isi peraturan yang dimuat di dalam UNCLOS Pentingnya laut dalam hal hubungan 

antara bangsa menyebabkan pentingnya peran Hukum Laut Internasional. Hukum 

Laut intersenional menerapkan batas-batas kedaulatan negara pantai, mengatur 

tentang negara kepulauan dalam hal mengelolah dan memanfaatkan wilayah laut 

 
1 United Convention Law Of The Sea, 1982, Pasal 46 (b) 
2 Faiz Nashrillah. JK: Laut Bukan Lagi Pemisah, melainkan Pemersatu. JK: Laut Bukan Lagi 

Pemisah, melainkan Pemersatu.. https://nasional.tempo.co/read/671399/jk-laut-bukan-lagi-

pemisah-melainkan-pemersatu/full&view=ok diakses pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 10.25. 

https://nasional.tempo.co/read/671399/jk-laut-bukan-lagi-pemisah-melainkan-pemersatu/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/671399/jk-laut-bukan-lagi-pemisah-melainkan-pemersatu/full&view=ok
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milikya seperti laut tertirial dan Perairan Kepulauan. Selain mengatur tentang hal-

hal yang sudah penulis sampaikan sebelumnya, Hukum Laut Internasional juga 

mengatur tentang hak-hak negara lain di wilayah laut negara pantai atau negara 

kepulauan..
3
 

 

Tercatat ada sekitar 17.500 pulau yang dimilik Indoensia dengan 5 pulau besar 

yakni Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan  Papua serta Indonesia 

merupakah negara kedua di dunia setelah Kanada yang memiliki garis pantai 

terpanjang. Menurut data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat 

Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut, luas total wilayah 

perairan di Indonesia mencapai 6,32 km² yang mana dengan luas sebesar itu 

mengalahkan luas daratan yang hanya mencapai 1,905 km².4 Menurut Antonius 

Widyoutomo 5 dalam hal ini Indonesia merupakan negara kepulauan yang 2/3-nya 

adalah terdiri dari perairan, selain itu juga letak geografis yang strategis 

menjadikan Indonesia memiliki kemampuan mega biodiversity. Oleh karena 

besarnya luas perairan dan luas daratan menjadikan pengawasan di daerah 

kedaulatan Indonesia menjadi lebih rumit. 

 

Masalah yang dihadapi oleh Indonesia sebagai Negara Kepulauan bukan hanya 

sekedar pengambilan sumber daya alam oleh Negara lainnya sebagaimana penulis 

sudah sampaikan diatas tetapi dalam hal Pertahanan Indonesia juga harus 

diperhatikan. Dalam era modern ini, pertahanan laut suatu Negara diperkuat 

dengan alat-alat militer yang memumpuni sebagai tombak pertahanan laut. Salah 

satu alat militer dalam hal untuk menjaga kedaulatan suatu laut adalah kapal 

perang. Sudah sejak dahulu kala, kapal digunakan negara-negara  untuk berperang 

dengan tujuan memperebutkan daerah menjadi wilayah kekuasaannya. Selain 

 
3 Anita Musliana. Skripsi: “Analasis Hukum Terhadap Aktivitas Pelayaran Di Kawasan Alki 

Ditinjau Dari Perspektif UNCLOS 1982 dan PP.37 Tahun 2002”. Universitas Hasanudin, Makassar, 

2015, hlm 2-3 
4 Puti Yasmin. Kenapa Indonesia disebut Negara Kepulauan atau Maritim 

https://travel.detik.com/travel-news/d-5124129/kenapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan-atau-

maritim-ini-penjelasannya diakses pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 04.30 

  5 Kolonel Laut (P) Antonius Widyoutomo. “Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim” 

Indonesia.2020 , hlm 13. 

 

https://travel.detik.com/travel-news/d-5124129/kenapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan-atau-maritim-ini-penjelasannya
https://travel.detik.com/travel-news/d-5124129/kenapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan-atau-maritim-ini-penjelasannya
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kapal yang digunakan dalam mempertahankan kedaulatan laut, ada satu teknologi 

yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat masyarakat Internasional yakni 

Drone Bawah Laut. 

 

Drone Bawah Laut adalah teknologi kapal atau kendaraan bawah air yang 

dioperasikan tanpa menggunakan awak. Alat ini pada umunya digunakan untuk 

keperluan militer untuk sejumlah negara dan juga biasaya digunakan untuk 

kegiatan komersil maupun penelitan. Drone Bawah Laut ini dapat dikontrol dari 

jarak yang jauh sehingga mempermudah tugas militer pada suatu negara. Alat 

tersebut dapat menerima perintah serta mengirim data via telemteri satelit dan 

yang lebih canggihnya alat ini dapat dikendalikan dengan kombinasi data GPS. 

Drone Bawah Laut dapat melakukan kegiatan pemantauan laut dengan waktu 

kurang lebih hingga 10 bulan. Pada proses pemantauan laut yang dilakukan, 

Drone Bawah Laut dapat mengumpulkan data dengan sensor eksternal yang 

mampu mendeteksi kondisi laut, sifat air hingga lingukngannya. Kegunaan Drone 

Bawah Laut selain Oseanografi adalah untuk melakukan pengintaian hingga 

penelitian lingkungan dan perinkanan. Pengunaan Drone bawah sudah ada sejak 

sejak awal masa perang dingin. Teknologi tersebut dikembangkan oleh para 

peneliti dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) sehingga menciptkan 

Drone Bawah Laut tanpa menggunakan awak. Ada berberapa negara yang 

menggunakan Drone bawa laut antara lain Amerika Serikat, Cina, Inggris, 

Nowergia, dan Swedia.6 

 

Sebanyak 2 kali kejadian penemuan Drone Bawah Laut yang ditemukan di 

perairan Indonesia. Pada tahun 2019 Drone Bawah Laut dengan panjang kurang 

lebih 20 m pertama ditemukan oleh warga Pulau Tenggel Kabupaten Bintan saat 

hendak melaut . Drone Bawah Laut ditemukan untuk kedua kalinya pada tanggal 

26 Desember 2020, Drone Bawah Laut tersebut terjaring oleh nelayan setempat 

di Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan.7 Dalam hal ini, Drone Bawah Laut yang 

 
6 Yuda Prinada. Ap aitu Drone Laut, Sejara Teknologi Seaglider & Negara Pemiliknya. 

https://tirto.id/apa-itu-drone-laut-sejarah-teknologi-seaglider-negara-pemiliknya-f8Qb diakses pada 

tanggal 19 Febuari pukul 04.50 
7 Natasha Khairunisa Amani, Temuan Pesawat Tanpa Awak Bawa Air ( Underwaater Drone) di 

Indonesia Disorot Media Asing. https://www.liputan6.com/global/read/4449232/temuan-drone-

https://tirto.id/apa-itu-drone-laut-sejarah-teknologi-seaglider-negara-pemiliknya-f8Qb
https://www.liputan6.com/global/read/4449232/temuan-drone-bawah-laut-di-indonesia-disorot-media-asing#:~:text=Temuan%20Serupa%20pada%202019&text=Dikutip%20dari%20laporan%20Antara%20News,Jakarta%2C%20pada%204%20Januari%202021
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ditemukan oleh kedua nelayan tersebut tidak dapat dideteksi oleh Marinir 

Indonesia. Seperti sudah disinggung diatas, Indonesia adalah negara kepulauan 

yang sangat luas dan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah maka sudah 

menjadi kompetisi bagi negara-negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan alam 

yang ada di Indonesia. 

 

Penelitan tentang Sistem Maritim tak Berawak ( Unmanned Maritime Systems) 

yang penulis bahas, sebelumnya sudah dibahas oleh peneliti terlebih dahulu 

dengan judul : “ Pengaturan Penggunaan Sistem Maritim Otonom Dalam Hukum 

Internasional”. 8Akan tetapi terdapat perbedaan yang fundamental antara 

penelitan yang penulis bahas dengan penelitian terdahulu. Penelitan terdahulu 

membahas tentang pengaturan Sistem Maritim tak Berawak secara luas dan juga 

dikaitkan dengan Hukum Humaniter Internasional sedangkan, penelitian yang 

penulis teliti  membahas secara lebih spesifik tentang Drone Bawah Laut  serta 

aturan  pengoperasiannya di Perairan Kepulauan ditinjau dari Hukum Laut 

Internasional. 

 

Berdasarkan apa yang telah penulis sarikan diatas, maka Penulis tertarik untuk 

menulis dan mengangkat permasalahan dengan judul penelitan. “Aturan 

Pengoperasian Drone Bawah Laut di Wilayah Perairan Kepulauan Negara Lain” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam 

penulisan ini adalah :  

Bagaimana pengaturan pengoperasian Drone Bawah Laut di Perairan 

Kepulauan Negara Lain ditinjau dari Hukum Laut Internasional ? 

 

 

 
bawah-laut-di-indonesia-disorot-media-

asing#:~:text=Temuan%20Serupa%20pada%202019&text=Dikutip%20dari%20laporan%20Antar

a%20News,Jakarta%2C%20pada%204%20Januari%202021. Diakses pada tanggal 19 Februari 

pukul 04.50 
8 Einar Fausta, Skripsi: “Pengaturan Penggunaan Sistem Maritim Otonom Dalam Hukum 

Internasional”, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020 

https://www.liputan6.com/global/read/4449232/temuan-drone-bawah-laut-di-indonesia-disorot-media-asing#:~:text=Temuan%20Serupa%20pada%202019&text=Dikutip%20dari%20laporan%20Antara%20News,Jakarta%2C%20pada%204%20Januari%202021
https://www.liputan6.com/global/read/4449232/temuan-drone-bawah-laut-di-indonesia-disorot-media-asing#:~:text=Temuan%20Serupa%20pada%202019&text=Dikutip%20dari%20laporan%20Antara%20News,Jakarta%2C%20pada%204%20Januari%202021
https://www.liputan6.com/global/read/4449232/temuan-drone-bawah-laut-di-indonesia-disorot-media-asing#:~:text=Temuan%20Serupa%20pada%202019&text=Dikutip%20dari%20laporan%20Antara%20News,Jakarta%2C%20pada%204%20Januari%202021
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1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui tentang aturan pengoperasian Drone Bawah Laut di 

Wilayah Perairan Kepulauan  dari sisi Hukum Laut Internasional 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas jendela 

cakrawala dan ketajaman berpikir serta untuk melatih 

kemampuan dalam hal penelitian hukum dan menuangkannya 

dalam bentuk tulisan. 

b. Untuk mendalami ilmu hukum, khususnya dalam penelitian ini 

adalah pendalaman akan Hukum Laut Internasional, hasil dari 

penelitian ini dapat dijadikan bahan dan sumber literatur dalam 

memperluas pengetahuan Hukum khususnya Hukum laut 

Internasional. Dalam penelitian ini Penulis Berharap pembaca 

dapat mengetahui Aturan Pengoperasian Drone Bawah Laut di 

Perairan Kepulauan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Agar menjadi acuan dalam pembuatan aturan yang lebih khusus 

mengenai aturan pengoperasian Drone Bawah Laut di Perairan 

Kepulauan Negara Lain  

 

1.5. Metode Penelitian  

 

Penelitian (research) adalah pencarian kembali. Pencarian dalam hal penelitian 

merupakan pencarian terhadap sesuatau pengetahuan yang benar secara ilmiah 

karena hasil dari penelitian dapat dipakai untuk menjawab suatu permasalahan 

yang bernilai edukatif. Dalam hal ini, Penulis menggunakan metode penelitian 
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secara yuridis normatif. Pendeketan yuridis normatif ini merupakan penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneiliti bahan Pustaka atau data sekunder 

sebagai bahan dasar untuk diteliti serta dilakukan juga penelusuran hukum 

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memiliki kaitan 

dengan permasalahan yang  diteliti.9 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 bagian sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam Bab pertama menjelaskan apa yang melatar-belakangi atau yang 

melahirkan ide untuk menulis penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian metode penelitian, dan sistematika penulisan  

 

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI DRONE BAWAH LAUT 

        Dalam Bab Kedua, penulis membahas tinjauan umum mengenai pengertian 

Drone Bawah Laut dilihat dari sisi Hukum Internasional serta pembahasan 

lainnya yang menunjang pemahaman tentang Drone Bawah Laut. 

 

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERAIRAN KEPULAUAN 

Dalam Bab Ketiga, penulis  menjelaskan serta menjabarkan teori-teori tentang 

tentang Pulau, Negara Kepulauan, dan Perairan Kepulauan serta pembahasan-

pembahasan tambahan yang mendukung teori-teori tersebut untuk menjawab 

rumusan masalah. 

 

BAB IV : PENGATURAN PENGOPERASIAN DRONE BAWAH LAUT  

DI PERAIRAN KEPULAUAN NEGARA LAIN 

Dalam Bab Keempat merupakan hasil penetlitian yang menjawab pokok 

permasalahan yakni bagaimana pengaturan pengoperasian Drone Bawah Laut 

 
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14. 
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di Perairan Kepulauan dengan menggunakan teori-teori yang sudah 

dikemukakan pada Bab terdahulu. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam Bab Kelima berisikan kesimpulan serta kritik-kritik atau saran yang 

penulis berikan terhadap tentang bagaimana Aturan Pengoperasian Drone 

Bawah Laut di Perairan Kepulauan. 
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